


Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajiby

dikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran Megara Republik

4, Peraturan
Belajar Pendi
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Indonesia Nomor 4863),

5, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 t
onesia Tahun 2008

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

entang Pendanaarn

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

or 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

kan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
50) scbagaimana telah diubah

Republik Indonesia Nomor 51
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
tah Nomor 17 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Pemerin
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

ndidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomdf 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684};

Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

7. Peraturan Pemerintah Nom
dan Penyelenggaraan Pendidi

8. Peraturan Menteri Pe

11. Peraturan Menteri
Organisasi dan Tata
(Berita Negara Repub

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
MEMUTUSKAN ...




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA AL-MUKHLISIN KUALA TANJUNG
DESA KWALA TANJUNG, KECAMATAN SEI SUKA,
KABUPATEN BATU BARA.

Memberikan izin operasional pendirian madrasa_h kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampxrgm_ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepgda
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
8 Pada tanggal 6 Agustus 2018

.DARMANSYAH









